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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan
biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Permasalahan dalam tulisan
ini adalah 1. Kapan Terpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat ?,
Berapa Lama Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat ?

Jenis Penelitian yang diter apkan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian Terpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat
wajib memenuhi kelengkapan dokumen, berupa; Telah menjalani paling sedikit
2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9
bulan, dan Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana korupsi
menurut  aturan  perundang-undangan yang berlaku saat ini dij Indonesia,
khususnya dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Simpulan erpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat Telah
menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana
tersebut paling singkat 9 bulan, dan Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi
narapidana korupsi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di
Indonesia, khususnya dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022,

Saran Telah terbukti sudah bahwa remisi dan pembebasan bersyarat tidak
memberikan dampak positif dalam penegakan hukum anti kory

Kata Kunci :Korupsi, Koruptor, Narapidana,
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A. Kesimpulan

1. Terpidana Korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat wajib memenuh i

kelengkapan dokumen, berupa; Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa
pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan,

2. Proses Pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana korupsi menurut
aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, khususnya
dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,sudah cukup baik
(dalam arti telah memenuhi kaedah secara normatif), hanya perlu konsistensi
dalam praktek pelaksanaannya, agar tidak terjadi obral remisi dan
pembebasan bersyarat bagi koruptor, yang tentu saja sangat mencederai

rasa keadilan masyarakat.

B. Saran-saran
1. Telah terbukti sudah bahwa remisi dan pembebasan bersyarat tidak
memberikan dampak positif dalam penegakan hukum anti korupsi.
Seharusnya pemberian efek jera dilakukan oleh hakim dengan
memberikan vonis maksimal kepada para koruptor. Jika terpaksa

memberi remisi dan pembebasan bersyarat, ada hal khusus yang
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